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INTISARI

Anam, Muhammad Khoirul, 531611306265 K, 2020, “Pengaruh Adanya Aturan
Baru Pemanduan Kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage,
Palembang Terhadap PT. Indo Dharma Transport”, Program Diploma IV,
Program Studi Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik
Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Ir. Fitri Kensiwi, M.Pd. Pembimbing
I1: Capt. Firdaus Sitepu, S.ST., M.Si, M.Mar.

Pada tahun 2019 mulai aturan baru kepanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung
Buyut Anchorage, Palembang mulai diberlakukan berdasarkan Keputusan
Menteri Perhubungan Repbulik Indonesia Nomor KP 583 Tahun 2018. PT.
Indo Dharma Transport selaku keagenan kapal terkena pengaruh adanya aturan
tersebut. Terdapat dampak positif dan negatif dari diberlakukanya aturan
tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah memberlakukan
aturan baru kepanduan kapal di Ambang Luar. Tanjung Buyut Anchorage,
Palembang dan untuk - mengetahui - dampak positif dan negatif dari
pemberlakuan aturan tersebut terhadap PT. Indo Dharma Transport selaku
keagenan kapal. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi
dan studi Pustaka. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan
data sekunder. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu kepala cabang,
salah satu staff operasional di PT. Indo Dharma Transport untuk mendapatkan
informasi. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah memberlakukan peraturan baru
kepanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang
dikarenakan meningkatnya jumlah kunjungan kapal di Pulau Keramasan
sampai Pulo Kerto-mencapai kurang lebih 120 call per bulan adapun dampak
aturan tersebut terhadap PT. Indo Dharma Transport selaku keagenan kapal
dampak positif untuk mempermudah kapal-kapal yang akan sandar dan
menjamin keselamatan agar tidak terjadi tubrukan antar kapal serta dampak
negatif beban biaya yang dikeluarkan lebih banyak karena harus melakukan
pembayaran untuk kepanduan.

Kata Kunci: Aturan, Dampak, Keagenan, Kepanduan
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ABSTRACT

Anam, Muhammad Khoirul, 531611306265 K, 2020, “The Effect of the New
Rules for Pilotage Ships at Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage,
Palembang on PT. Indo Dharma Transport”, Essay. Diploma IV program , Port
and Shipping Management Program, Semarang Merchant Marine Polytechnic,
Advisor I: Ir. Fitri Kensiwi, M.Pd. Advisor II: Capt. Firdaus Sitepu, S.ST.,
M.Si, M.Mar.

In 2019 a new regulation on ship pilotage at the Outer Threshold, Tanjung
Buyut Anchorage, Palembang began to take effect based on the Decree of the
Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KP 583 of
2018. PT. Indo Dharma Transport as the ship agency is affected by this
regulation. There are positive and negative impacts from the enactment of these
rules.

This study aims to determine the reasons for the government imposing new ship
pilotage rules at Ambang Luar. Tanjung Buyut Anchorage, Palembang and to
find out the positive and negative impacts of the implementation of this
regulation on PT. Indo Dharma Transport as the ship agency. This thesis uses
a qualitative descriptive method using observation data collection techniques,
interviews, documentation and literature study. Sources of data used are
primary data sources and secondary data. The researcher conducted an
interview with one of the branch heads, one of the operational staff at PT. Indo
Dharma Transport for information. Data analysis in this study was carried out
in three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion
drawing.

The results showed that the government imposed a new ship pilotage regulation
at Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang due to the increasing
number of ship visits from Keramasan Island to Pulo Kerto reaching
approximately 120 calls per month as for the impact of these regulations on PT.
Indo Dharma Transport as the positive impact ship agency to make it easier for
ships to dock and ensure safety so that there are no collisions between ships and
the negative impact of the costs incurred more because they have to make
payments for pilotage.

Keywords: Rules, Impact, Agency, Pilotage
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan transportasi yang semakin maju sekarang ini,
membuat dunia angkutan laut mau tidak mau dituntut untuk mengikuti sesuai
perkembangan jaman. Hal inilah yang menyebabkan semua pihak yang terlibat
di dalamnya berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan sebaik
mungkin demi kelancaran kegiatan kapal-kapal yang akan melakukan sandar di
suatu pelabuhan.

Pelabuhan merupakan salah satu tempat pertukaran arus barang dari
transportasi laut ke transportasi darat. Pelabuhan harus senantiasa dapat
mengimbangi perkembangan tersebut baik- dalam hal penyediaan sarana dan
prasarana bagi kapal maupun dalam hal pemberian pelayanan untuk kapal.
Pelabuhan juga diartikan sebagai tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di
sekitarnya. Dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan ekonomi. Pelabuhan digunakan sebagai tempat kapal bersandar,
berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang. Pelabuhan dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta

sebagai tempat perpindahan intra antar moda transportasi yang mempunyai



fungsi untuk melayani kapal dan berbagai transaksi yang berlangsung di

pelabuhan

Untuk memenuhi kebutuhan kapal yang macam-macam itu sebuah
pelabuhan yang baik haruslah mempunyai perlengkapan yang diperlukan oleh
kapal yang memasuki pelabuhan itu untuk satu dan lain keperluan, maka dari itu
kiranya pihak pelabuhan dalam memberikan pelayanan tentu saja tidak dapat
bekerja sendiri, diantaranya ada salah satu pihak yang cukup berpengaruh atas
kelancaran bagi pelabuhan dalam memberikan pelayanan, yaitu adanya usaha
keagenan dalam menyampaikan informasi dan data dari pemilik kapal maupun
dari kapal itu sendiri.

Perlu diketahui di Kawasan Pelabuhan Ambang Luar, Tanjung Buyut
Anchorage, Palembang diwajibkan pandu mulai pada tahun 2019, sesuai dengan
Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor : PP.304/3/5/DJPL-18 Tentang
Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas 1 Pada Pelabuhan Palembang Provinsi
Sumatera Selatan. Sebelum peraturan tersebut diresmikan dan dilaksanakan di
Wilayah Perairan Tanjung Buyut Anchorage, Palembang hanya menggunakan
menggunakan VTS (Vessel Traffic Service). Hal tersebut mulai dilaksanakan
pada tahun 2015 yang dilengkapi peralatan seperti Radar, Automatic
Identification System (AIS), Radio VHF Communication, CCTV dan

Meteorologi Sensor.



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No : 81 tahun 2000 tentang
Kenavigasian bahwa kapal diwajibkan menggunakan wajib pandu kecuali kapal
perang, kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintah, kapal rumah sakit,
kapal yang memasuki pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan dan
penyelamatan terhadap jiwa manusia, kapal milik organisasi internasional yang
digunakan untuk kepentingan niaga serta kapal bertonase kurang dari 500 GT.

Adanya aturan baru tentang pemanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung
Buyut Anchorage, Palembang, Sumatera Selatan yang mendapatkan kepercayaan
dari pemerintah melalui Kementrian Perhubungan Republik Indonesia khususnya
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pemanduan sampai
wilayah Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang, Sumatera
Selatan. Kegiatan kepanduan di fasilitasi oleh PT. Jasa Armada Indonesia untuk
pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada kegiatan alih muat / ship
to ship Transhipment (STS) Ambang Luar, Muara Sungai Musi di Perairan Wajib
Pandu Kelas 1 Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan. Prasosialiasi pelayanan
Ship to Ship di Ambang Luar, Sungai Musi, Palembang melibatkan PT. Jasa
Armada Indonesia Tbk, Palembang dan Pengurus DPC INSA Palembang serta
Agen Pelayaran yang melakukan kegiatan di Ambang Luar, Sungai Musi,
Palembang. Kegiatan prasosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 01

November 2018 bertempat di Hotel Grand Zuri Palembang.



Dengan diberlakukanya aturan baru kepanduan kapal di Ambang Luar,
Tanjung Buyut Anchorage, Palembang diharapkan pelayanan sandar yang
diberikan dapat semakin cepan dan efisien.

Mengingat suatu aturan baru kepanduan kapal dapat memiliki dampak
positif dan negatif maka penulis tertarik untuk mengambil judul:

“PENGARUH ADANYA ATURAN BARU PEMANDUAN KAPAL DI
AMBANG LUAR, TANJUNG BUYUT ANCHORAGE, PALEMBANG

TERHADAP PT. INDO DHARMA TRANSPORT?>

1.2. Perumusan Masalah
PT. Indo Dharma Transport cabang Palembang, sebagai agen kapal yang
sandar di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang, yang merasakan
dampak terhadap aturan baru pemanduan kapal, sehingga penulis akan
menguraikan beberapa permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yaitu :
1.2.1 Mengapa pemerintah menerbitkan aturan pemanduan kapal di Ambang
Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang ?

1.2.2 Bagaimana dampak dari pemakaian pandu di Ambang Luar, Tanjung

Buyut Anchorage, Palembang terhadap PT. Indo Dharma Transport ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai,

adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :



1.4.

1.3.1 Untuk mengetahui mengapa pemerintah menerbitkan aturan pemanduan
kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang
1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemakaian pandu di Ambang
Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang terhadap PT. Indo Dharma
Transport
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian-ini- diharapkan mampu memberikan
masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan dunia pelayaran, dunia keilmuan
dan pengetahuan serta bagi individu seperti :
1.4.1 Secara Teoritis
1.4.1.1 Bagi Penulis
1.4.1.1.1 Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam
perkembangan ilmu dalam bidang Ketatalaksanaan
Angkutan Laut Kepelabuhanan.
1.4.1.1.2 Mendapatkan  pengetahuan  tentang  Sistem
Operasional & Prosedur tentang pemanduan kapal.
1.4.1.1.3 Melatih peneliti untuk bersikap kritis dalam
mencermati masalah yang ditemui khususnya objek
pada penelitian.

1.4.1.2 Bagi Pembaca



1.4.1.2.1 Dapat menambah pengetahuan dan wawasan
terhadap proses pemanduan kapal di Tanjung Buyut
Anchorage, Palembang.

1.4.1.2.2 Dapat mengetahui prosedur pemanduan kapal masuk
dan kapal keluar di Tanjung Buyut Anchorage,

Palembang.

1.4.2 Secara Praktis

1421

1.4.2.2

Bagi Perusahaan

1.4.2.1.1 Terciptanya praktisi bisnis yang benar dalam
melaksanakan peran sebagai perusahaan pelayaran
yang mampu memberi kenyamanan pada pengguna
jasa pelayaran.

1.4.2.1.2 Mengetahui upaya-upaya yang harus ditingkatkan
dalam aturan baru pada pemanduan kapal.

Bagi Lembaga Pendidikan Politeknik 1Imu Pelayaran Semarang

1.4.2.2.1 Memberikan tambahan pengetahuan tentang
keagenan dan proses pemanduan kapal secara
langsung di lapangan agar tentunya para taruna lebih
mudah memahami keadaan di lapangan yang
kadang-kadang ada variasi dibanding dengan teori

yang ada di buku-buku.



1.4.2.2.2 Dapat dijadikan bahan acuan bagi penyusunan
skripsi yang akan dating serta dapat menambah
perbendaharaan ilmu pengetahuan yang padau
mumnya dapat digunakan untuk kemajuan dunia

pelayaran.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis dan mudah untuk dimengerti maksud dalam penulisan

skripsi ini penulis membagi menjadi beberapa bab.dan sub bab yang mempunyai

kaitan materi satu dengan yang lain.

BAB |

BAB Il

BAB Il

PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika penulisan.
LANDASAN TEORI

Merupakan suatu landasan teori yang menjadi dasar penelitian
tentang Pengertian Pengertian Pandu Kapal, Instansi yang terkait
dalam Proses Penyandaran Kapal, terutama tentang pengertian umum,
prinsip kerja dari seorang pandu, dan tugas dari pandu.
METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan memuat hal-hal tentang Pendekatan dan Desain
Penelitian, Fokus dan Lokus Penelitian, Sumber Data Penelitian,

Teknik Keabsahan dan Analisis Data dalam rangka memperoleh data



yang akurat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam
skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari semua data-
data yang ada, kemudian menganalisa data tersebut sehingga didapat
hasil penelitian dan langkah-langkah pemecahan masalah.

BABYV PENUTUP
Dalam bab ini penulis memaparkan tentang Kesimpulan dan Saran
dari hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustakan disusun seperti pada usulan penelitian.

LAMPIRAN

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi

melengkapi urain yang telah disajikan dalam bagian sama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Berisikan data diri penulis.



BAB Il

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
Dalam hal ini penulis mengunakan dan mengambil pengertian-pegertian
serta istilah-istilah yang merupakan suatu landasan teori yang menjadi dasar
penelitian tentang Pengertian Pandu Kapal, Instansi yang terkait dalam Proses
Penyandaran Kapal, terutama tentang pengertian.umum, prinsip kerja dari
seorang pandu, dan tugas dari pandu.
2.1.1. Pandu Kapal
Penyelengaraan pemanduan di Indonesia ditentukan dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 Tentang
Pemanduan dan Penundaan Kapal (Bab 11 Pasal 2), Perairan wajib pandu
dibagi dalam kelas I, 11, dan II1l. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 93 Tahun 2014 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan
Kapal (Bab Il Pasal 2), Dalam pelaksanaan pemanduan memiliki sarana
kapal tunda, kapal pandu, kapal kepil dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 93 Tahun 2014 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan
Kapal (Bab Il Pasal 10), 11 Dalam pelaksanaan pemanduan,
penyelenggara atau pelaksana pemanduan wajib menyediakan prasarana
pemanduan antara lain statiun pandu, yang didukung oleh menara
pengawas, marine VHF Radio, marine HT, baju penolong, kendaraan

operasional, ruang operasional, AlS, dan penunjang lainnya.



10

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2008 Tentang Pelayaran (Bab | Pasal 1), Pemanduan adalah kegiatan
pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada
nakhoda tentangkeadaan perairan setempat yang penting agar navigasi
pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi
keselamatan kapal dan lingkungan.

Penundaan kapal ini dilakukan dengan kapal khusus yakni kapal
tunda atau disebut dengan tugboat. Kapal tunda (tugboat) adalah kapal
yang dapat digunakan untuk melakukan manuver / pergerakan, utamanya
menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau
melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik
tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya. Kapal tunda memiliki
tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Mesin induk
kapal tunda biasanya berkekuatan antara 750 sampai 3000 tenaga kuda
(500-2000 kW), tetapi kapal yang lebih besar yang digunakan di laut lepas
dapat berkekuatan sampai 25.000 tenaga kuda (20.000 kW). Kapal tunda
memiliki kemampuan manuver yang tinggi, bahkan dapat membuat kapal
berputar 360°.

Pelayanan kapal akan mengacu kepada aturan yang telah disepakati
dan kebutuhan pengguna jasa, pengguna jasa dapat menyesuaikan
pelayanan yang dibutuhkan. Dalam pelayanan kapal akan dibagi menjadi

pelayanan-pelayanan yang lebih khusus, antara lain:



2.1.2.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2:1.1.3.

2.1.1.4.
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Pemanduan adalah pelayanan pandu memberikan bantuan
kepada Nahkoda kapal agar navigasi saat melewati alur atau
daerah wajib pandu dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib
dan lancar.

Penundaan adalah pelayanan menarik mendorong atau
menggandeng kapal yang melakukan gerakan untuk tambat atau
untuk melepas dari dermaga, jetty, trestel, pier, pelampung,
dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya menggunakan kapal
tunda, tidak semua kapal harus menggunakan jasa pelayanan,
hanya kapal-kapal dengan kriteria  tertentu yang harus
menggunakan pelayanan penundaan.

Labuh adalah pelayanan yang diberikan untuk kapal-kapal yang
akan menggunakan perairan di kolam pelabuhan untuk
menunggu pelayanan tambat ataupun untuk kegiatan lainnya.
Tambat adalah pelayanan yang diberikan untuk kapal yang

melakukan ikat tali di tambatan atau dermaga untuk melakukan

kegiatan bongkar/muat atau kegiatan lainnya.

Instansi yang terkait dalam proses penyandaran kapal

Di dalam pembinaan kepelabuhan terdapat unsur-unsur pelaksana

di pelabuhan yang terdiri dari instansi dan unit kerja yang tugasnya

berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang, barang, dan hewan di

pelabuhan yang terangkum dalam Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM.67 Tahun 1999, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
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Administrasi Pelabuhan Bab I, Pasal 1. Instansi-instansi tersebut antara
lain :
2.1.2.1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah
unit organik di bidang keselamatan pelayaran di pelabuhan yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan di lingkungan
Departemen Perhubungan
Kantor -Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
2.1.2.1.1. Menyusun rencana Kkerja @ operasional kegiatan
pelayaran kepelabuhan ' bersama-sama dengan
instansi pemerintah.
2.1.2.1.2. Melaksanakan penilikan kebandaran, keselamatan
kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal serta
kegiatan jasa maritim.
2.1.2.1.3. Melaksanakan perambuan dan penerangan pantai
elektronika dan telekomunikasi pelayaran serta
pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kapal-
kapal negara.
2.1.2.1.4. Melaksanakan pengamanan dan penertiban di daerah
lingkungan kerja pelabuhan, bandar, perairan laut
dan pantai serta memberikan bantuan SAR (search

and Resque).



2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.4.
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Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki tugas :

2.1.2.2.1. Melakukan pelayanan kesehatan.

2.1.2.2.2. Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, daftar
awak kapal

2.1.2.2.3. Memberikan health certificate dan health clearance

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan Kesatuan

penjaga dan pengamanan Pelabuhan.

Pemberitahuan kedatangan kapal kepada dan KPLP agar
pihak tersebut mengawasi dan menjaga keamanan pelabuhan
tempat kapal akan melakukan bongkar muat. Menurut Suyono
(2003:22), KPLP merupakan penjaga keamanan perairan
pelabuhandan pantai sekitarnya. Polisi yang bertugas di
pelabuhan adalah polisi khusus yang dinamakan Kesatuan
Penjaga dan Pengamanan Pelabuhan(KP3)

Divisi Kepanduan

Menurut Arso Martopo (2004:5), pemanduan adalah
kegiatan pandu dalam membantu nakhoda kapal, agar navigasi
dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar dengan
memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang

penting demi keselamatan kapal dan lingkungan.



14

2.1.2.5. Syahbandar

Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri

dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan

dan keamanan pelayaran.mempunyai tugas:

2120008,

2.1 b

2 . 248

2.1.2.5.4.

2.1.25.5.

Mengawasi - dan  menertibkan  pelaksanaan
pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan.
Melakukan pengawasan teknis pemanduan meliputi
pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban
pelayanan pemanduan dengan mengupayakan
penanggulangan hambatan operaisonal.

Menetapkan petunjuk teknis tata cara pemanduan
setempat bersama penyelenggara pemanduan.
Melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai
kendala dan hambatan operaisonal pemanduan
disertai saran pemecahan.

Melakukan penilaian terhadap keluhan pelayanan

pemanduan.
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2.1.3. Tugas Pandu

Tujuan penugasan pandu di atas kapal ialah untuk memberikan

asistensi kepada nakhoda dalam rangka keselamatan pelayaran. Karena

pemanduan adalah untuk kepentingan nakhoda beserta kapalnya, maka

pada dasarnya seorang pandu menjalankan dinas pemanduan atas

permintaan nakhoda.

Kewajiban - kewajiban petugas pandu dalam melaksanakan tugas

pemanduan, yaitu :

2.1.3.1.

21 5342

2.1.3.3.

2.1.3.4.

2.1.35.

Membantu nahkoda atau pemimpin kapal untuk mengambil
tindakanyang tepat dalam menjamin keselamatan dan keamanan
berlayar.

Memberikan semua petunjuk yang diperlukan kepada nahkoda
untuk berlayar dengan selamat dan untuk ketertiban lalu lintas
kapal.

Memenuhi permintaan nahkoda untuk mengambil olah gerak
kapal.

Pandu harus berkoordinasi dengan kapal lain yang dipandu,
maupunyang tidak dipandu serta dengan menara control untuk
ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal.
Sesegera mungkin melaporkan bila terjadi kecelakaan di dalam
/ di luar kapal kepada Syahbandar dan ikut aktif ambil bagian

penanganannya sebatas kewenangan.



16

2.1.4. Parairan Pandu
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun
2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Bab 1 Pasal 1), Pandu
adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah
memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaut untuk bisa menjadi
seorang petugas pandu salah satunya adalah lulus pendidikan dan
pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan untuk memandu
kapal 'yang dibuktikan dengan sertifikat ‘pandu yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal. Sertifikat pandu terdiri atas sertifikat pandu tingkat 11,
tingkat 1, dan sertifikat pandu laut.
Tujuan ditetapkan sebagai perairan pandu yaitu untuk kepentingan
keselamatan, keamanan berlayar, perlindungan lingkungan maritime,
serta kelacaran berlalu lintas di perairan, pelabuhan dan terminal khusus,
serta perairan tertentu, yang disebut perairan pandu terbagi menjadi dua,
yaitu:
2.1.4.1. Perairan wajib pandu adalah suatu wilayah perairan yang karena
kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal
berukuran tonase kotor tertentu.

2.1.4.2. Perairan pandu luar biasa adalah suatu wilayah perairan yang
karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan,

namun apabila nahkoda memerlukan pemanduan dapat
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mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas
pemanduan.
2.1.5. Sarana Bantu Kepanduan
Sarana bantu pemanduan adalah peralatan atau system yang berada
di luar kapal serta didesain dan dioperasikan secara langsung digunakan
pandudalam melakukan tugas - tugas pemanduan untuk meningkatkan
keselamatan dan efisiensi dalam berolah-gerak kapal.
Sarana bantu pemanduan yang digunakan dalam proses pemanduan
meliputi :
2.1.5.1. Kapal Pandu
2.1.5.2. Kapal Tunda, merupakan kapal yang digunakan untuk
membantu olah gerak kapal, dengan ketentuan:
2.1.5.2.1. Panjang kapal 70 meter sampai dengan 100 meter
menggunakan 1 unit kapal tunda yang mempunyai
daya paling rendah 800 DK.
2.1.5.2.2. Panjang kapal di atas 100 meter sampai 150 meter
menggunakan 2 unit kapal tunda dengan jumlah daya
paling rendah 1.600 DK.
2.1.5.2.3. Panjang kapal diatas 150 meter sampai dengan 200
meter menggunakan 2 unit kapal tunda dengan
jumlah daya paling rendah 3.400 DK.
2.1.5.2.4. Panjang kapal 300 meter ke atas ditunda paling
sedikit 3 unit kapal tunda dengan jumlah daya paling
rendah 10.000 DK.
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2.1.6. Prosedur Pemesanan Pandu

Prosedur pemesanan pandu yang dilakukan sebelumnya meliputi :

2.1.6.1.

2.1.6.2.

2.1.6.3.

Perusahaan pelayaran / agen kapal harus memberitahukan

secara tertulisatau electronic kepada penyelenggara

pemanduan mengenai perkiraan kedatangan kapal / Estimated

Time Arrived (ETA) selambat-lambatnya 24 jam sebelum

kapal tiba di pelabuhan.

Waktu permohonan penyampaian permintaan pandu sebelum

pemanduan dan perubahan/pembatalan pelayanan pemanduan

sebagai berikut :

2.1.6.2.1. Untuk kapal sandar permintaan pelayanan
pemanduan minimum 3 jam dan untuk perubahan
/ “pembatalan minimum 2 jam dari waktu
permintaan pelayanan.

2.1.6.2.2. Untuk Kkapal keluar permintaan pelayanan
pemanduan minimum 3 jam dan untuk perubahan
/" pembatalan minimum 2 jam dari waktu
permintaan pelayanan.

2.1.6.2.3. Untuk gerakan tersendiri minimum 3 jam dan
untuk perubahan / pembatalan minimum 2 jam dari
waktu permintaan pelayanan.

Permintaan jasa pandu dan tunda diajukan oleh perusahaan

pelayanan / agent dengan memakai formulir kepada loket

penyelenggara pemanduan sesuai ketentuan.
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2.1.6.4.  Pelayanan kapal berangkat / keluar pelabuhan, perusahaan
pelayaran dan agen kapal harus mengajukan permintaan pandu
ke loket penyelenggara pemanduan disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku.

2.2. Kerangka Pikir Penelitian

Adanya peranan pemanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut
Anchorage, Palembang diharapkan dapat meningkatkan kelancaran proses
penyandaran kapal yang akan memasuki wilayah tersebut. Diharapkan pelayanan
tersebut dapat semakin cepat dan efisien.

Untuk = menggali  permasalahan  mengenai  alasan  pemerintah
memberlakukan aturan baru kepanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut
Anchorage, Palembang dan mengetahui dampak positif dan negatif dari aturan
tersebut, Maka penulis-membuat sebuah kerangka pikir untuk mempermudah

pemahanan tentang skripsi ini, dan digambarkan seperti berikut:



KERANGKA PIKIR

PENGARUH ADANYA ATURAN BARU
PEMANDUAN KAPAL DI AMBANG LUAR
TANJUNG BUYUT ANCHORAGE, PALEMBANG
TERHADAP PT. INDO DHARMA TRANSPORT

v
y
Alasan pemerintah menerbitkan Dampak adanya aturan baru
aturan pemanduan kapal di pemanduan kapal terhadap PT.
Ambang Luar, Tanjung Buyut Indo Dharma Transport selaku
Anchorage, Palembang. keagenan kapal.

W ). ¢

Pengumpulan Data:

Observasi
Wawancara
Dokumentasi
Studi Pustaka

A 4

Metode Penelitian
Deskriptif Kualitatif

A 4

Analisis Masalah

A 4

Pemerintah menetapkan kepanduan kapal
di Ambang Luar, Tanjung Buyut
Anchorage, Palembang berdampak
terhadap PT. Indo Dharma Transport
selaku keagenan kapal.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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2.3. DEFINISI OPERASIONAL
Pemakaian istilah-istilah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing akan
sering ditemui pada pembahasan berikutnya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman
dalam mempelajarinya maka di bawah ini akan dijelaskanpengertian dari istilah-
istilah tersebut:
Anchorage :Perairan lepas jangkar atau labuh jangkar

Berthing / Sandar :Kapal sandar.

Kapal Pandu :Kapal yang memandu kapal besar masuk kedalam
Pelabuhan.

Kapal Tunda ‘Kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver
/pergerakan.

Mother Vessel -Kapal induk/ kapal yang memiliki berkapasitas besar.

Pandu :Orang yang memandu kapal

Pemanduan Kapal :Kegiatan Pandu dalam membantu Nakhoda Kapal.

Ship to Ship :Operasi pemindahan kapal ke kapal.

Tongkang :Jenis kapal yang dengan lambung datar atau suatu kotak
besar yang mengapung, digunakan untuk mengangkut
barang.

Unberthing :Kapal berangkat.



5.1.

BAB V
PENUTUP
Berdasarakan hasil uraian-uraian pada bab sebelumnya tentang aturan
kepanduan kapal di Ambang Luar, Palembang, Sumatera Selatan, Terhadap PT.
Indo Dharma Transport pada bagian akhir skripsi ini peneliti memberikan
simpulan dan saran sebagai berikut:

Simpulan

Dari hasil Analisa peneliti menyimpulkan:
5.1.1. Alasan pemerintah memberlakukan aturan pemanduan kapa | di

Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang.

5.1.1.1. Meningkatnya jumlah kunjungan kapal di Pulau Keramasan
sampai Pulo Kerto mencapai kurang lebih 120 call per bulan.

5.1.1.2. Dengan adanya jembatan baru yaitu Jembatan Musi 2, Jembatan
Musi 6 dan Jembatan Musi 7 di daerah Pulau Keramasan dan
Pulo Kerto.

5.1.2. Dampak penerapan aturan baru pemanduan kapal di Ambang Luar,
Tanjung Buyut Anchorage, Palembang terhadap PT. Indo Dharma
Transport adalah:
5.1.2.1. Dampak Positif

5.1.2.1.1. Mempercepat dan mempermudah penyandaran
tongkang ke mother vessel

5.1.2.1.2. Mother vessel tidak akan kandas karena dipandu oleh

kapal pandu untuk di tempatkan pada titik yang
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sudah dikordinasikan oleh pihak pandu agar aman
dari pasang surut.
5.1.2.2. Dampak Negatif
5.1.2.2.1. Beban biaya yang dikeluarkan lebih banyak karena
harus melakukan pembayaran untuk kepanduan.
5.1.2.2.2. kapal yang akan sandar dan berlabuh harus
menunggu antrian dikarenakan armada pandu hanya

dua.

5.2. SARAN

5.2.1.

5.2.2.

PT. Pelabuhan Indonesia (persero) sebaiknya menambahkan armada pilot
mengingat waktu tunggu yang lama akibat banyaknya kapal masuk yang
tidak diimbangi jumlah armada pilot yang berjumlah dua pilot tidak
membuat efektif dan mempercepat pelaksanaan pemanduan yang berada
di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang.

Tingginya biaya tagihan kepanduan kapal karena adanya aturan baru
kepanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage,
Palembang, sebaiknya diimbangi oleh pelayanan kapal. Bisa dengan cara
melakukan kordinasi dari semua sektor yang terlibat dalam kegiatan
pemanduan, sehingga kegiatan pemanduan akan berjalan dengan baik
tanpa ada pihak yang dirugikan menjadikan semua kegiatan berjalan

lancar dan tepat waktu.
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LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

Responden |
Nama : Muhammad Shefri
Jabatan : Kepala Cabang PT. Indo Dharma Transport Palembang

Dengan hasil wawancara sebagai berikut:
1. Apakah perlu adanya aturan baru pemanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung

Buyut Anchorage?

Jawab: “Perlu, berkat adanya aturan pemanduan kapal di tanjung buyut, maka
kapal-kapal lebih tertata rapi di dalam kolam ship to ship loading area
kapal juga tidak terkena kandas oleh pasang surut dan adanya pandu lebih
memudahkan untuk tongkang sandar ke mother vessel

2. Apakah adanya aturan aturan baru pemanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung

Buyut Anchorage, Palembang berpengaruh terhadap jasa keagenan kapal?

Jawab: “Iya, pada awal diberlakukanya aturan baru kepanduan kapal, para
pelanggan masih bertanya-tanya tentang keaslian aturan baru tersebut
dikarenakan pada tahun sebelum 2019 belum diberlakukanya aturan wajib
pandu di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang dan ada
pelanggan yang memilih untuk memuat batu bara di kawasan Jambi yang
belum adanya kepanduan kapal awal tahun 2019"

3. Bagaimana cara untuk mensiasati agar pelanggan tetap muat batu baru di Ambang

Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang?
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Jawab: “Ya dengan cara memotong semua tarif-tarif supaya harga keagenan tetap

miring dan masih di batas biaya wajar keagenan kapal”

Responden 11
Nama : Benesius Boy Pailak
Jabatan : Staf Operasional

Dengan hasil wawancara sebagai berikut:
1. Apakah dengan adanya aturan kepanduan kapal, kapal-kapal yang akan sandar
maupun yang akan berlabuh akan lebih terorganisir dan lebih aman?

Jawab: “Sebagai penyedia jasa keagenan PT. Indo Dharma Transport bertanggung
jawab terhadap kapal yang diageni agar tetap aman dari tubrukan tongkang
ke Mother Vessel agar tidak ada kerugian pada semua parties.”

2. Bagaimana dampak dari kepanduan kapal terhadap perusahaan keagenan PT. Indo

Dharma Transport?

Jawab: “Memang kepanduan kapal ini menuai dampak positif dan negatif terhadap
PT. Indo Dharma Transport dampak dampak positif mempercepat dan
mempermudah penyandaran tongkang ke mother vessel, mother vessel
lebih tertata rapi, mother vessel akan lebih aman dari tubrukan karena ada
jarak cable, kapal tidak kandas karena wilayah ship to ship sudah
ditetapkan dan dampak negatifnya biaya untuk kepanduan besar, personil
pandu hanya dua dan pelanggan dari keagenan lebih memilih diluar
wilayah Palembang.”

3. Apakah aturan kepanduan kapal sudah terhadap PT. Indo Dharma Transport?
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Jawab: “Seiring dengan berjalanya waktu maka dampak dari kepanduan kapal terasa
karena minimnya angka tongkang yang mabrak mother vessel, dan
tongkang yang sandar sesuai dengan barge schedule yang ditentukan

karena di pandu oleh armada pandu yang disediakan oleh Pelindo.”



LAMPIRAN 11

Kantor PT. Indo Dharma Transport Cabang
Palembang
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LAMPIRAN I11

Kantor Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Palembang
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LAMPIRAN IV

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Palembang



LAMPIRAN V

ipc
SOSIALISASI

STANDAR OPERASIOMAL PROSEDUR

KAPAL ALIH MUAT (SHIP TO SHIP)
DI-PERAIRAN WJIB PANDU KELAS |

Vb gty cda Dnkanr 77 st Arrede Sndoesels
é" o T e P P~ T ——
P e prciadest byl &

b "‘f- e N Tims Tastl DIC INSA

L D1 Langga 9 famsnst Y wdaing

H i Pl ntry,
po Sy e e )
- 1 Tarkl DI INSA Nty 3 ang diahamtsbnn

& Dy Madernbny

s PT due Arvmds Sdwests TW Peinsday fwews
ITRLEBATS 702001 denggnd | |2 Sebrume 2719 mvaang wf das pelaywose
e powndans Lapal dis wa (ship W W) erbang bear wangsl e
g 4l poreres Wty panks Neahunr Patrdang

- umn-u—umwmmw
Potnmturyg b UM IV T bS04 taagpad 28 TP Fombt Uinnlan
Tt Jaow Meleyunus YV LN ' ™
[r—y

F St Dbt M7 o Iubense T Napuls T Tl DFC DWA
*‘EWI””*'N“‘WMN:
Ay hass savges Vam Malerbany

Dasar-Dasar Legalitas adanya aturan kepanduan Kapal di
perairan Ambang Luar, Sungai Musi, Palembang
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LAMPIRAN VI

Bahan Pembahasan Soslalisas| kepada pengguna jasa.,. 1PC ?‘

SINCRATAN KETERANGAN




LAMPIRAN VII

PALEMBANG::: Sistem Operasional & Prosedur (SOP) Kapal Masuk
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LAMPIRAN VIII

PALEMBANG::: Sistemn Operasionat & Prosedur (SOP) - Kapal Keluar we

e |

(Kouangan 141 & Jal
Palermhiang)
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LAMPIRAN IX

PT JASA ARNADA INDONESIA Thk
PELABUHAN PALEMBANG

IPC 7~

MaNing
PERMOHONAN PELAYANAN PEMANDUAN PENUNDAAN KAPAL
REGUEST FOR PILOTAGE | TOWAGE SHP SERVICE

WILAYAH KERJA SHIP TO SHIP AMBANG LUAR SUNGAI MUSI PALEMBANG
WORKING AREA OF EHP TO SHIP BREAK DUTSIDE THE MUSI RIVER PALEMSANG

FORMULIR KAPAL INDUK
AIRCRAFT CARRIER FORM

Namp ko i MVLUZON Hama.camaian : bsove
Shp e Ca Wign
Makhoda {"CAPT ROSAS MONROE MONTEROLA Keagenan kapgl . PT.INDO DHARMA TRANSPORT
Mlaamet £ = —
Bendern + LUIBERIA Tupan ks £ CMINA
g Wt gt
Datang dar : HONGKONG Painizesg & 1B9.99MTR
Lot Pt of 4t 10A
st koer ¢ 31,243 MT TON ! 42,00 METER
or bt
Saral g : 43 METER Alpmat 1|k Padgeran Ayin: DH Najamudin,
foeomt v Komplek Rakan D'Mira
l Blok A-10 RT. 03 RW. 01
Jetopon {96281 355134264
Froee Nardw
T et R RS | PP oo el ] o [ o Ju
STA Ot Trve
PT Jisa Armnaca Indonesia Thk
SRR P RANK ! (i
Ketentuan :

1 m.umpum PKK dari otoritas setempat
2 Dafar tongkang yang akan bongkar / muat
3 Bukt pelunasan UPER

Permohonan pelayanan pemanduan penundaan kapal



LAMPIRAN X

e =

MEMIFR OF

PT PELARUHAN INDONESIA 11 OHLLIO20.10 801932
"1 Jasa Armads Indonesia The.

03,276,306 2005 000

N Terlabo Sehaganl Fakiur Pajab Pendasarkan Persteras Dic
:muul’o GO_PTRUKINDO JL RAY A ANCOL BARL Pajak ﬂlﬂ-ll‘l'l";‘ﬁﬂ Bepgad M) Desernbier m
NCOL, TIMUR, JAKARTA VTARA PXF - PEMAGOG WIS PWR T IO 200 4

rv ruwa um; w:cnu

NAMA PERUSAHAAN : u

NAMA KAPAL "
PELAY ANAN ‘ﬁﬁqwnwm ;

NPW P {_& 1553 5002 000 { *"'-I I,LF ",
ALAMAT ,a’ ﬂ TALDIRLIAN NO 10 RTGOBRW 011

T\

1. JENIS UANG JASA.
1} UANG Luﬁm’
2) UANG TAM
NUANG AR |
4} UANG nN
$) UANG TUNDA
BIUANG ﬂxi ‘:’y g -
TIUANG
3 UANG LAIN LAIN
9) LANG ADMIN

|
RIMLASH DPP |
2 ’m "wes Il M'I 1
A PPN DII'UNGUT
B. PPN TIDAK

UMLAH TAGIHAN - 9 : F,
- “:R o o Yo
4 UANG JAMINAN ., USD” !‘ o I‘DR 14047.5%

5. PIUTANG 3 e USD-.__ W0 ﬂ)cq?'i ATOTAL DR 124.209,382.00

HE5816.550.00

LI3R1654,00
000

TERBILANG: SERATUS DUA PULUH um.ugmﬂu uﬂmmhmu SERATUS
DELAPAN FULLH DUA RUPIAH

PALEMBANG, a%-01.2020
WILAYAH OPERASIONAL PALEMBANG

Rekening 1%

An PT lass Armada Indonesia

No Reh. 1200000445168

Hark Mandei Cabang Tawes, Tajung Priok

Nota tagihan penggunaan jasa pandu
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LAMPIRAN XI




LAMPIRAN XIlI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT No: 0 8 5 3 74 t
19-24/04/2020
KUITANSI NTPN F305C2G4UKADKKDO
Dibayar berdasarkan Nota Tagihan Nomor R o T LA
JK.NO. 0345774
PT/Agen/Kapal/Rumah Sakit/Institusi keschatan R
Pengguna Jasa PT. DT
Uang SebesaFrM 2 - Labuh: 4 Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus 'l’ujuh' Puluh
Ket - TUKS-LABUH LUARNEGRI "Ti.ijiﬂ'l"Flil""'li"'l'"'"'r'ﬂFi"EE'""E""'"I'P"I"I Riiotat

MV.OCEAN EMPEROR

Untuk pembayaran ( beri tanda v) $ L—J YNBP Jasa Kepelabuhanan {PUIK)
] 5, o
PNBP-Jasa Kenavigasian
38.440 ~ LOA : L] -

LABUH : Rp §3.277.840 (_J PNBP Jasa Perkapalan. (PUP)

D.LABUH:' 'Rp o U PNBP Jasa Angkutan Laut (JAL)

TAMBAT 1. Rp & [__j PNBP Kansesi

D.TAMBAT: - Rp ~ I SIS AN T o — 1 -
Terbilang; PALEVBANGC ST APRE2640/
Jumlah Rp. | Petugas Pemungut PNBP
Jumiah USD
Denda Rp.
Denda USD

Jumlah Raya Rp:
Jumlah Raya USD
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Kuitansi Labuh



LAMPIRAN XIII

K -
D:nmmhndpeoﬂt:l'l’om-nm No. JKR-02118 0239653

..............................

MROUT, 190807
Dibayar bardasackan Nota Tagihan Nomor
PTiAgenKapatRumah Sakitinstitus Kesshatany PT- 10T

Pengguna Jasa m-ma-no-n-a-mmgx..m._.............
UnmE pembayaran { ban ‘andn v)

["] PNBP Jasa Kepelabubanan (PUJK)
(7] PNBP Jasa Kegavigasian (JK)

- B - ] PN&P Jasa Perkapalan (PUP
Bormiuisd | ] PRBP jabe Angkutan Laut (JAL)
KusTengen B © Rp 15550 2400220 | PNBP Konsesi
S (R maiE a.mu 'PALEMBANG, X0 APRIL 2020
Donda R
2327149
Uagq Sahesar,
Jumian R, 1 Ll G R

Kuitansi Rambu
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LAMPIRAN XIV

P RATURAN ODIREKTUR JENDERAL FERMIBUNGAN LAUT
NONMCR

Komanterian Porhubungan
Dtroktorst Jendaral Perhubungan Laca

Dibayar bardazarkan Nota Tagihan Momor
PTiAgandapalRumah Sakitinstiust kesehatan.
Pengguna Jasa

Uang sebesar

Unituk PG oo g de V)
MV. OCEAN EMPEROR.

v 17, 513626

KUITANSI
PUP. 17, 113789
CpTapT AT b

g s D

BTt e Kz S
r* PNES Jasn Kmm

(7! PrEP Jasa Perkapalan (PUR)

PL. 1OT T _PNBP Jesa Anghutar Lat {IAL)
oA
GT | %0 _

Terbilang - :

Jumlah  Rp - 1nm

Jumish  USD | DLy I~
Dends Fo It oot s Ak Rouee
Denda USO LR
Jumigh Raya Rp e M‘“
Jumlah Raya USD Y 1 R |

Kuintansi Barang Berbahaya
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LAMPIRAN XV
Kementarian Parhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laig No. JKVTS02:18, ......02 57603
NTPN FOEATASVUGEVC104
KUITANSI
Dibayar bardasarkan Nota Tagihan Nemor m"fmﬁn
PTiAgan/KapaVRumah smvmuwmmw
Pengguna Jass
Tersilang mmmmmmm

.- .u.—- Ty s set s sewe s suaad HHEE T INEE S0 S pumns bama b Sd 4 Ml TR I TRTOEREmAL mld bas BRI WY

M\' 'fEM EMPEROR

uml:pcmbayamnqbanwr‘/ 1;|\','|,"l.'\":'- H F"E:fn&ﬁ:. labuhanan (PUIK)
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LIBEF A y:: -..f-; o sen (2
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KURS £ e 15! 041207 Ut (JAL)
UANG VTS © g uh 3 ‘-
DENDA: Ry S Al

b 1¢ Rl.?n"c !
ﬁéﬂ’gm A

: ‘t:'i _a_,
Ku mﬁhﬁl Veﬂsel Tﬁfflc Ber\ucés (VTS)



LAMPIRAN XVI

FERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REFUBLIK INDONESIA

NOMOR © PM 57 TAHUN 2015

Mengingat ﬁ*‘mn&m ne’u “Tohuns 2008 Cenitiry
gara Repablic Indocesia

P

Tahin-2008 Komer 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneain Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 rentang
Kepelautan (Lombaran Negarn  Repubiik  Indonessa
Tuhun 2000 Nomor 13, Tambaban Lembarun ¥egara
Regrublix Indmmosin Nomaor 3529);

Peraturan Pemesintals Noowe 51 Tahuns 2002 tenbay
Perkapalan  (Lembaran Negara  Republix Indooesie
Tabun 2002 Nowor 96, Tambaban Lembarun Negars
Republk Indonesia Nomorc 4227);

Peraturan Menteri perhubungan republik Indonesia

nomor: PM 57 tahun 2015
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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 583 TAHUN 2018

u}im ﬂp NBU KELASI
Pnovgﬂ ERA SELATAN

& 5 s H\'.‘F My
& ""*",_' MENTER] PERHUBUNCAN REPUBLIK | .
£ QA

_:-:" Q Y | e _- gt __x_l‘h-ﬂ. -
.*bm.:, a. bahwa berdasarkan  Kep . Perhubungan
|lII i l':. .-. i r wmmr W -
A Vo S B e ol
AN e dierapkan sbagai
i 4
1 tnya S,umhh kynjungan kapa), di
A ,L ! qu mencapni + 120 call
W SaN yah kefja dan pengawasan
\ Al = | Otoritas/ Pelabuhan Kelas [1
’ ar "'.\."-\. '. :- ¥ m “'dih
'-\.‘ "'H.q"".& ' g r i
L

. mnmummm emmbatan Musi 2,

xH{:\‘w Jem Musi 6, dan Jembat u.:,.ﬂd.aumh Pulau
N

T~ hnﬁgpermm evaluasi, dan verifikasi

mﬂmw’wmw pada perairan Wajib Pandu
Kelas | pada Pelabuhan Palembang, telah memenuhi
kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal yang
mempengaruhi  keéselamatan berlayar schingga dapat
diberikan perluasan perairan wajib pandu kelas 1;
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¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, periu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas | Pada Pelabuhan
Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
l.embaran N Republik Indonesia Nomo
“\} ':'-\. 21; mm.l}ahﬁ ; egara Repu T

Kepelabuhanan mmb‘rii. Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 ~Nomor 1sx~. “fambahan Lembaran Negara
’ﬂ@nhﬁk‘lnﬂdnelh Nomor' 5010' sebagaimana telah diubah
5 'a'u‘a an Peraturan Pemerintah |Nomor 64 Tahun 2015
4 o “wnmfﬁmﬁdﬂm uhs Perafuran Pemerintah Nomor 61
Y Tahu eﬁooo\m Kepelabuhanan (Lembaran Negara
[ Repul Kndo esia | Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan
mbaran egIanpuhukonnm Nomor 5731);
turad Pemerintah Nomor /S Tahun 2010 tentang
igasiin Mhbamn Negara Republik Indonesia Tahun
.\ 2010 Nomor 8, Tambahéri Lembaran Negara Republik
‘_ﬂ.;.f_l";j ! Wﬁmﬂs’. o
4y Peraturan Pemerintai’ Nomor 20 Tehun 2010 tentang
3 Wmlem&mNmnwummmm
g4 Tanun 2010 'gpmor 26, Tambahan Lembaran Negara
‘Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah
&enggn Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
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6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011
tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

Qi Pq‘tturql W nghubu.ngnn Nomor PM 36 tahun 2012
A *Mm;mmum@? a Kantor Kesyahbandaran

4, " dan Otoritas Pelabuhan Negara Republik Indonesia

N Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana'telah diubah dengan
/7 Perawran Menteri mhubunm @mor PM 135 Tahun
t] Al g8 tentang  Perubahan ates_-Peraturan  Menteri

M\ﬂﬁh’l ﬁmm 36 tahun 2012 tentang Organisasi
,Qlu_,!fm ;:ih Kantor 'Kesyahbandasan dan - Otoritas
it nlm Republik Indonesia Tahun 2015

SR W wr#ud Perhubungan S¢mor M 57 Tahun 2015
ﬂ,aﬁ:m{ ' Pemanduan ‘das Penundaan Kapal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

& Peratursin Menteri Puhub'@pm Nomor PM 189 Tahun

. faps tentang __ Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
“Perhu Eﬁeﬂu Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1891);




il

Memperhatikan :  Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
PP.304/1/18/DJPL-8 tanggal 18 Januari 2018 perihal
Usulan Perluasan Perairan Wajib Pandu Kelas | Palembang
pada Pelabuhan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS | DI

Mﬂ_{m“ WMP PROVINSI  SUMATERA
'\...qu.
p ft_ 3
PERTAMA 'D «*Menmpkm Perairan Wajib Pand. ’%. | Palembang

Q -f’ Provinsi Sumnen. Sclam. sebagal Mlh'ia Wqﬂb Pandu
“dibatasi oleh

A 104°451-00". BT, ditarik garis
H wlosﬂrbo'ioo-,’a'r ditarik garis
AT @ef qr—:o-oo' WS'-N’{JETB? ditarik garis

. menuyj D;
" €4, itk D : 02%20-00". x.s,uoo'fh-ap' BT, ditarik garis
- Myusun sungai mem.‘n 'l'itllrE

5. TitikE; *-01'-36".L8/ 104°-39'-00". BT, ditarik garis
menyeberangi sungd menuju Titik F (Pulau Karto);

6. Titik F : 03°-01'- 54", LS/104°-39'-00".BT, ditarik garis
menyusuri sungai menuju Titik G;

7. Titik G : 02°-23-01".LS/104*- 45'- 48".BT, ditarik garis
menuju Titik H;

8. Titik H : 02°-17'-38".LS/104"-46'-38", BT, ditarik garis
kembali menuju Titik A. Dan termasuk didalamnya
wilayah kerja Sungai Lilin dan wilayah kerja Sungai
Karang Agung;
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Lokasi Naik Turun Petugas Pandu (Piot Boarding
Ground/PBG) pada titik koordinat :
02°-02'-00". LS / 105°-01'-42" BT.

Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan i terpisahkan dari Keputusan
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KELIMA  : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

|
bes

y N, -l- -
A #

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri inf disampaiken kepada'

© %N O k0o

Menteri Koordinalor Bidang Kemaritiman;

Menteri Koordinator B»dmg Perekongmian;

Menteri Badan Usaha Milik Negara! J

Menteri Keuangan; :

Menteri Kelautan dan Perikanan;

Kepala quoﬁllnn Negara chubhk indonesia;

Kepala Staf Tentara Nasionalindonesia Angkatan Laut;

Sekretaris gcéacrﬂ, Inspektur - Jenderal —dan} Direktur Jenderal
Perhubungan Laut K‘nmlntel"hﬁ Perhubunm

. Gubermnur Sumatera Selatan;

. Walikota Palembang;

. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas [ Palembang;
. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipouners Association (INSA).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
’\A
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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR KP 583 TAHUN 2018

TENTANG ETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU

KELAS 1 PAD PEIABU PALEMBANG PROVINSI

SUMATERA SELATAN

PETA LOKASI PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS [ PADAPELABUHAN
PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

ik giris menuju Titk H;
: 35 . ik garis menyusuri pantai
kembal ke titlke Aidan terisa ir mmwmm

ayah kerja Sungal &

Lokasi pandu naik dan mmn (Pﬂot boam Ground/ PBG):
02°-05'-00".L8/105-01"-42". BT

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

td.
BUDI KARYA SUMADI
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

-_— =

_— Y

Nama © Muhammad Khoirul Anam
Tempat, Tanggal lahir . Karanganyar, 04 Februari 1997

Alamat . JIn. Barito 1, RT. 02 RW, 03 Tegalgede, Kab.
Karanganyar
Agama : Islam

Nama orang tua

a. Ayah :  Alm. Warsono

b. lbu . Sri Partini

Riwayat Pendidikan

a.  SD Negeri 03 Karanganyar, Lulus Tahun 2009

b.  SMP Negeri 1 Karanganyar, Lulus Tahun 2012

c.  SMA Negeri 1 Karanganyar, Lulus Tahun 2015

d.  Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pengalaman Praktek Darat (PRADA)

Nama Perusahaan : PT. Indo Dharma Transport Cabang Palembang

Alamat : JL.Pangeran Ayin - DH Najamudin. Komplek Ruko
D'miro Residence Blok A-10 RT.03 RW.01 Kel.
Sukamaju, Kec. Sako, Palembang, 30164, Sumatera

Selatan.



